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TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN STATUS WAJIB
PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK

TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH
{Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015,
tanggal 15 Desember 2015).

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.

bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pem-
berantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan
peningkatan pemantauan dan pengawasan pe-
menuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TEN-
TANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN STA-
TUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA KONFIRMASI
STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK
TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

b. bahwa dalam rangka harmonisasi peraturan pe- = yang dimaksud dengan:
rundang-undangan perlu diatur tentang tata cara 1. Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang No-
pemberian informasi mengenai pemenuhan kewa- mor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum
jiban perpajakan Wajib Pajak; dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah be-
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Un-
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene- dang Nomor 16 TAHUN 2009.
tapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang = 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi pemungut pajak, yang mempunyai hak dan ke-
Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu wajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan per-
pada Instansi Pemerintah; aturan perundang-undangan perpajakan.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya dis-
Mengingat : ingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepa-
1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 18283 ten- da Waijib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaja- perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda
kan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Republik Indonesia Nomor 3262} sebagaimana 4. Instansi Pemerintah adalah kementerian, lem-
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Un- baga pemerintah non kementerian, pemerintah
dang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009 (Lembaran provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Hu-
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor kum Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo- dan instansi lainnya yang memberikan layanan
nesia Nomor 4999); publik tertentu.
2. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2015 ten- 5. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kégiatan
tang Kementerian Keuangan; yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum
memberikan layanan publik tertentu untuk mem-
MEMUTUSKAN: peroleh keterangan status Wajib Pajak.
6. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi
Menetapkan : yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam
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rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pa-

jak atas layanan publik tertentu pada Instansi

Pemerintah.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya dis- |

ingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal Pajak yang berada di bawah dan ber-
tanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 2

Konfirmasi Status Wajib Pajak dilakukan oieh In-

stansi Pemerintah dalam rangka membérikan lay-

anan publik tertentu. ]

Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Instansi

Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan:

a. melalui sistem informasi pada Instansi Pemer-
intah yang terhubung dengan sistem informa-
si pada Direktorat Jenderal Pajak; atau

b. melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Di-
rektorat Jenderal Pajak.

Pasal 3

Terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak yang
dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Direktur Jen-
deral Pajak dapat memberikan Keterangan Status
Wajib Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) memuat status valid atau
tidak valid. ‘ ~
Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat sta-
tus valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

* diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi keten-

tuan:

a. nama Waijib Pajak dan NPWP sesuai dengan
data dalam sistem informasi Direktorat Jen-
deral Pajak; dan ‘ :

b. telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak
FPenghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak ter-
akhir yang sudah menjadi kewajiban Waijib

Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.
Dalam hal Wajib Pajak memperoleh Keterangan
Status Wajib Pajak yang memuat status valid se-
bagaimana dimaksud pada ayat (3), layanan pub-
lik tertentu pada Instansi Pemerintah dapat diberi-
kan. i

{5)

(m

(2}

(1)

(2)

(3)

Terhadap Waijib Pajak yang tidak memenuhi ke-
tentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
diberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang
memuat status tidak valid.

Pasal 4

Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh In-
stansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak
dapat mengajukan permchonan untuk mendapat-
kan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP.

Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan
Status Waijib Pajak yang memuat status tidak vai-
id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5),
Wajib Pajak dapat mengajukan permchonan un-
tuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak
ke KPP dengan melampirkan Keterangan Status
Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

Pasal b

Waijib Pajak mengajukan permohonan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 4 ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat kedudukan Instansi
Pemerintah atau KPP tempat Wajib Pajak terdaftar
dengan menggunakan contoh format sebagaima-
na tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan secara langsung oleh Waijib Pa-
jak. :

Pasal 6

KPP meneliti permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.

Dalam hal hasil penelitian atas permohonan seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan
bahwa Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3),
KPP memberikan Keterangan Status Waijib Pajak
yang memuat status valid paling lama 1 (satu)
hari kerja setelah permohonan diterima lengkap
dengan menggunakan contoh format sebagaima-

na terlampir pada Lampiran |l yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal Pajak ini.

Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat sta-
tus valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
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ayat (3) mempunyal kekuatan hukum yang sama bangan sistem informasi dalam rangka mendukung
dengan Keterangan Status Wajib Pajak yang di- | Konfirmasi Status Waijib Pajak.
berikan oleh pejabat yang berwenang memberi-
kan Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana Pasal 8
dimaksud pada ayat {2}. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai
Dalam hal hasil penelitian atas permohonan seb- | berlaku pada tanggal ditetapkan.
agaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan
bahwa Waijib Pajak tidak memenuhi ketentuan se- Ditetapkan di Jakarta
bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), KPP pada tanggal 15 Desember 2015
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak. Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
: ttd.
Pasal 7 KEN DWIJUGIASTEADI
instansi Pemerintah dapat melakukan pengem-

LAMPIRAN |

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

| Nomor | T e S 1}
Hal : Permohonan Keterangan Status Waijib Pajak
| | Kepada Yth.
| | Kepala KPP.......cccoounuennns A SRR SRR 2)

Yang bertanda tangan dibawabh ini: |

| Nama Ot sl S E s rr s e R A s K s ey e O |
Jabatan . B e A S e i b) ‘
Alamat e e e R U e e R R D)
Nomor Telepon et g o Ao e ek 1) |

Bertindak selaku
[ ] waijib Pajak

D Wakil Wajib Pajak/Kuasa *)
Dari Waijib Pajak

| Nama e AR e s S su o
NPWP o L LRl om e 20)
Alamat L R = SR [

Mengajukan permohonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak untuk memenuhi persyaratan
mendapatkan layanan publik tertentu dari ............ccooeeiieies 11) untuk layanan publik.........ccoooiiiinnnn 12).
| Demikian permahonan ini kami sampaikan.

.- 13)

. 14) '.
|

*} dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa khusus
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B. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Angka 1
Angka 2

Angka 3

Angka 4
Angka b

Angka 6
| Angka 7

Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
| Angka 12

| Angka 13
Angka 14

LAMPIRAN It

. Diisi sesuai dengan penomoran surat Wajib Pajak
: Diisi dengan nama dan alamat KPP tempat mengajukan permohonan Keterangan Status Waijib

Pajak

¢ Untuk Waijib Pajak Orang Pribadi, diisi dengan nama Wajib Pajak atau kuasa yang menandatan-

gani surat permeohonan.
Untuk Waijib Pajak Badan, diisi dengan nama wakil atau kuasa yang menandatangani surat per-
mahonan.

: Diisi dengan NPWP dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
: Diisi dengan jabatan wakil yang menandatangani surat permohonan. Dalam hal permohonan di-

ajukan oleh Waijib Pajak Orang Pribadi nomor 6 tidak periu diisi..

: Diisi dengan alamat dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat permohonan.
: Diisi dengan nomor telepon dari Wajib Pajak, wakil atau kuasa yang menandatangani surat per-

mohonan.

. Diisi nama Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor 8

tidak perlu diisi.

- Diisi NPWP Waijib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor

9 tidak perlu diisi.

. Diisi alamat Wajib Pajak. Dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi nomor

10 tidak perlu diisi. ]

. Diisi nama Instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik.

: Diisi jenis layanan publik.

. diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan ditandatangani.
: Diisi dengan nama dan tandatangan pemohon sebagaimana tercantum dalam nomor 4.

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
KEN DWIJUGIASTEADI

A. CONTOH SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ‘
KANTOR WILAYAH DJP...........ceeeeee... 1)

Keterangan Status Wajib Pajak
NomorEals, S Sess B w m s 3)
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Dengan ini diberitahukan bahwé berdasarkan hasil penelitian, kami sampaikan bahwa Waijib Pajak:

Nama
NPWP

Alamat
Status

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada

idisisieessd)
AT

layanan publik berupa .............oeoeieenn 9) tahun ............. 10).

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

B. PETUNJUK PENGISIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

Angka 1
Angka 2
Angka 3
Angka 4
Angka 5
Angka 6
Angka 7
Angka 8
Angka 9
Angka 10
Angka 11
Angka 12

: cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Diisi dengan nomor Keterangan Status Waijib Pajak
: Diisi dengan Nama Wajib Pajak terdaftar.

: Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

: Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

: Diisi dengan status valid atau tidak valid

. Diisi nama Instansi Pemerintah yang memberikan layanan publik.
: Diisi jenis layanan publik.

. Diisi tahun Keterangan Status Wajib Pajak berlaku.
: Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Keterangan Status Wajib Pajak diterbitkan.

- Diisi dengan nama, tanda tangan, dan NIP. |

......... o it P R KN
a.n. Kepala K_antor,
Kepala Seksi Pelayanan

Plt. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd
KEN DWIJUGIASTEADI

(BN}
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